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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan 

Utara dalam upaya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan pemerintahan 

yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak 

positif dalam meningkatkan reputasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Kalimantan Utara 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi 

Kalimantara Utara sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan, terus 

melaksanakan terobosan dalam meningkatkan pelayanan, keseriusan ini ditunjukan dengan 

pengembangan aplikasi Sistem Perizinan Online Kalimantan Utara (PESONA) sehingga 

memudahkan masyarakat dalam memproses izinnya. 

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dibutuhkan peran 

serta masyarakat dalam berkontribusi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non 

perizinan dengan memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat sehingga 

pelaksanaan dapat lebih meningaktkan kinerjanya. 

 
1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusun laporan penanganan pengaduan pelayanan publik adalah sebagai 

wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Penanganan Pengaduann Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan utara dalam 

melayani masyarakat yang mengalami kendala/hambatan saat melakukan proses layanan 

perizinan dan non perizinan. 

Adapun tujuan penyusunan pengelolaan penanganan pengaduan pelayanan publik ini 

adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan 

pengaduan pelayanan publik yang dilakukan oleh Tim pengelolaan pengaduan secara 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam 

penyelesaian tindaklanjut pengaduan. 

 
1.3 Dasar Hukum Kelembagaan dan Pelaksanaan Pelayanan 

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara dalam memproses permohonan penerbitan 

surat izin atau rekomendasi di dukung dengan peraturan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
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4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik. 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional. 

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 900/143/DPMPTSP.IV/2024 tentang 

Tim Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.
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BAB II 

MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN 

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

 
 
 
2.1 Tim Pelaksana 

Tim pelaksana pengelolaan penanganan pengaduan pelayanan publik 

berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 

900/143/DPMPTSP.IV/2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2024. 

 
2.2 Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan 

Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai 

dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Informasi yang disampaikan, 

baik perorangan dan/atau lembaga, keluarga yang berasal dari pegawai yang berisi 

keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku da/atau pelaksanaan tugas dan fungsi, 

baik yang dilakukan pegawai, da/atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau 

disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai DPMPTSP Provinsi Kalimantan utara 

yagn tidak sesuai degnan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai. 

Adapun bentuk pengaduan perizinan dan non perizinan merupakan 

penyampaian aduan atas terjadinya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai 

yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu: 

1. Pengaduan secara langsung 

Pengaduan secara langsung adalah masyarakat atau pelaku usaha datang langsung 

ke pusat informasi dan pengaduan (Helpdesk) yang tersedia pada DPMPTSP 

Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan langsung keluhan, hambatan dan 

ketidakpuasaan saat melakukan kepengurusan perizinan dan non perizinan yang 

tidak sesuai dengan standar pelayanan, baik secara lisan atau dengan mengisi form 

pengaduan. 

2. Pengaduan secara tidak langsung 

Pengaduan secara tidak langsung adalah pengaduan yang dilakukan oleh 

masyarakat atau pelakukan usaha melalui Kotak Pengaduan atau media elektronik 

seperti : Telepon, SMS, Whatsapp, Website dan email dan lainnya. 

 
2.3 Kewajiban Pengelola Pengaduan 

Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan dimaksudkan 

sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan pengaduan Perizinan Dan 

Non Perizinan dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berprilaku agar memiliki  moral  

dan  kepribadian  yang  baik,  mendorong  etos  kerja  serta 
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menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan dalam penanganan laporan 

pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan. Adapun pengelola wajib meberikan 

pengaduan dengan: 

a. Empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan 

b. Cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif, dan tidak memungut biaya 

c. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

d. Memberikan penjelasan secara transparan tentang perkembangan proses 

pengaduan yang ditangani 

e. Mengedepankan prinsip profesionalitas dan independensi dalam mengelola 

pengaduan 

f. Memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. 

 
2.4 Laporan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelaolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik, pengelola penanganan pengaduan pelayanan publik wajib 

melaporkan pengelolaan pengaduan kepada penyelenggara secara berkala. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara telah secara 

berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada Pemohon Izin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kalimantan Utara telah berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat selaku pemohon izin, serta mengimplementasikan pelayanan prima di semua 

bidang dan unit kerja dalam berbagai layanan kepada semua pemohon izin. 

Laporan pengaduan yang disampaikan oleh pemohon izin akan kami tindaklanjut 

secepat mungkin dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pencatatan 

serta memberi tanggapan kepada pengadu. Jika pengaduan disampaikan terkait dengan 

pertimbangan teknis (Pertek) yang menjadi wewenang OPD teknis, penyaluran pengaduan 

akan meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal 

substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara. 

Adapun berbagai macam pengaduan yang diadukan oleh pemohon izin di tahun 

2024 dengan masing-masing sektor dan sudah ditindaklanjut pada form tindak lanjut 

penanganan pengaduan masyarakat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu provinsi kalimantan utara tahun 2024. 
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BAB III 

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN 
 

 
Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan dalam kurun 

waktu januari tahun 2024 s.d. bulan desember tahun 2024, antara lain : 

1. Masih banyaknya pemohon izin yang belum paham terhadap Teknologi Informasi; 

2. Hasil telaah Substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP 

3. Masih banyaknya laporan yang dikelola oleh masing-masing OPD Teknis dan hasil 

penanganan pengaduannya belum dilaporkan 

 
Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan 

antara lain: 

1. Melakukan pendampingan dan berbantuan terkait Teknologi Informasi 

2. Melakukan pelayanan jemput bola kepada masyarakat; 

3. Melakukan studi banding terkait penanganan pengaduan Perizinan dan Non Perizinan ke 

Kabupaten / Kota lain 

4. Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian informasi berkala 

dan informasi lain guna mendukung keterbukaan informasi ke masyarakat 

 

 
Laporan pengaduan pelayanan publik yang masuk segera ditindaklanjut oleh tim penanganan 

pengaduan agar kedepannya penyelenggara pelayanan publik semakin baik dan dapat 

berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu masyarakat puas dengan layanan yang diterima 

dan semakin mengerti bahwa setiap proses penerbitan izin pasti ada konsekuensi yang 

harus diterima masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan taat pada aturan dan 

ketentuan yang berlaku. Layanan informasi perlu ditingkatkan terus agar masyarakat sadar 

dan mengerti bahwa setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan wajib dilengkapi dengan 

Izin Resmi yang diterbitkan oleh Aplikasi OSS melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara agar usaha tersebut dinyatakan resmi sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Dari hasil monitoring penanganan pengaduan pelayanan publik selama tahun 2024 

ditemui adanya aduan dan konsultasi pelayanan publik yang masuk sebanyak 47 (empat 

puluh tujuh) pengaduan langsung dan tidak langsung. dimana media pengaduan yang 

digunakan Email, WhatApp dan Form Pengaduan yang tersedia pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. 

Penyelenggaraan penanganan pengaduan pelayanan publik pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara 

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta Front Office yang sudah 

mendapat pelatihan/bimtek Exelent Service. Informasi pengaduan (Help Desk) yang 

memuat nomor telepon dan lain-lain bagi masyarakat sebagai pelaku usaha 

dipublikasikan melalui media website, Instagram dan Facebook. Hal ini dilakukan untuk 

membuka ruang publik pengaduan bagi masyarakat sehingga mudah menyampaikan 

kendala dan hambatan dalam melakukan proses perizinan dan non perizinan. 

Laporan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan publik ini disusun 

dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas kinerja 

pelayanan publik dan perbaikan penyusunan oleh tim pengelolaan pengaduan ditahun 

depan. 
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DOKUMENTASI LAYANAN PENANGANAN PEGADUAN 

PELAYANAN PUBLIK 
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NIP.

Sekretaris / Kabid

Catatan

Diketahui,
Kepala Dinas

NIP.

Catatan

D Proses Lebih Lanjut
d Unluk Menjadi Perhatian
d Buat Laporan Kepada Kepala Dinas
d Tanggapan Dan Saran
? Jacwalkan
d Wckili
d Dampingi
d Tugaskan Staf
d Siapkan Bahan / Pointers / Penjelasan / Data
d Koreksi
d Koordinasikan
d Laporkan
d Monitor
d Diskusikan Bersama
DFil^/Arsip

d Sekretaris

D Kabid Perencanaan Promosi Dan Kerjasama

D K^bid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Layanan Perizinan

Kajian Dan Pengaduan Layanan Perizinan

Disposisi:Diteruskan Kepada Yth. Sdr:

Perihal: Permohonan Informasi Terhadap Proses Penerbitan Izin Pepgusahaan Sumber Daya
Air PT. Primatunas Kharisma

Sifat
? Sangat Segera   ? Segera  D Biasa  D RahasiaTgl. Surat : 10 Juli 2024

No. Surat : 069/SKD-PTK/KP-TJSA/I/2024
No. Agenda :612
Diteritna Tgl : 02 Juli 2024

Surat Dari: PT. Primatunas Kharisma

LEMBAR DISPOS SI

^NTAN UTARA
IAN TERPADU SATU PINTU

li I, Kode Pos 77212
;ite: dpmptsp.kaltarapnov.go.id

IR

PEMERINTAH PROVINSI KALII
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY/

Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lar
Email: dpmptsp.provkaltara&qmail.com Wei

TANJUNG SEL(



ml' fmtiimi^trmtm' tmf fflfif*'-'sm-i'rrT^ f̂tTf/fifiniB'rii^i^-ii'i5rfivfri ^fiH

Gtibernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
Kepaia DPUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara di fanjung Selor;

Arsip,

Tembusan Yth :

udi

PT.

Dengan 1 lomiat,

Menindaklanjuti peimohonan kami terhadap perizinan lzin Pengusahaan Sumber

Daya Air alas name- PT. Primatunas Kharisma, halinana terhadap permohonan tersebut telah

kami lakukan input melalui sistem OSS sesuai kewenangannya dalam hal ini menjadi

kewenangan dari Pemerintah provinsi Kalimantan Utara, maka melalui surat ini kami

bermaksud menanyakan progres terhadap permohonan kami tersebut di atas. Motion

informasi lebih laiyut dari bapak terhadap proses notitikasi OSS yang kami ajukan

sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, besar harapan kami agar sekiranya Bapak Kepaia

Dinas Penanaman _ Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Kalimantan Utara dapat berkenan menjawab surat kami serta sekaligus memberikan arahan

lebih lanjut terkait permohonan kami tersebut. Atas segala perkenan serta perhatiannya kami

ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Primatunas Kharisma

Kcpada Vlfi.
Krpala Dinas Pen^naman Modal dan
P^layanan l>n>adu Safu Pinlu (I)PMPI SP)
Provinsi Kalimantan I Tar a
di-

Tanning Selor, 10 Juni 2024Notnm06<>/Ski:MTK/KIMJS/Vl/2024
I amjmtiti. 1 f^ntu) (embut
Penhal. Permohonan mfminast tcthndap

pttises pencrbitan l?.in Pen^iis^haan
Sumbet Hava Air PT Pninaiiinas Kharisma

GJVjH.  PLANTATIONc^mp^nyP S
PT. PRIMATTJNAS KHARISMAGAWI

PLANTATION
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BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR:BA-026/LM.26-33/012418.2024A/lll/2024

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,

pukul 09.00 WITA, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Masyarakat dengan Nomor

Agenda: 012418.2024 mengenai Dugaan Penundaan Beriarut oleh Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara terkait tindak lanjut penyelesaian keberatan atas penerbitan izin dan

rencana kegiatan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma Selaras Dipa Dharma di atas izin usaha

perkebunan PT. Sanjung Makmur.

Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1.Nama   :  Rahmah

Jabatan  :  Asisten Pemeriksaan

2.Nama   :  Rizwan

Jabatan  :  Asisten Pemeriksaan

Telah melakukan pemeriksaan, terhadap:

Instansi: DPMPTSP Kalimantan Utara

Legal standing  : Teriapor

Hasil pemeriksaan:

1.Terkait dengan SOP Wilayah Izin Usaha Pertambangan diterbitkan oleh PTSP kaltara

pada tahun 2020, masih menggunakan Kepmen 1798 K/30/MEM/2018. Dimana pada

saat ada permohonan WIUP, DPMPTSP hanya melakukan checklist kelengkapan
dokumen persyaratan, kemudian menindaklanjuti dengan meminta rekomendasi teknis

kepada OPD teknis, dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kaltara, untuk melakukan

evaluasi berdasarkan Kepmen dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi teknis

kepada DPMPTSP Kaltara. Jika telah ada rekomendasi dari OPD teknis WIUP akan

diterbitkan.

2.Terkait Permohonan CV. Ruby Selaras Dipa Dharma, setelah dilakukan evaluasi terkait

persyaratan dokumen (teriampir) dan telah mendapatkan rekomendasi maka diterbitkan

WIUP CV. Ruby Selaras Dipa Dharma pada tanggal 25 November 2020 dengan Nomor:

757/66/WIUP/DPMPTSP.III/11/2020.

o
OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN KAUMANTAN UTARA
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3.Dalam informasi tata ruang yang diterbitkan oleh DPUTR Kabupaten Bulungan, dan

evaluasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kaltara tidak menyebutkan di lokasi

tersebut ada IUP Perkebunan PT. Sanjung Makmur. Informasi tata ruang merupakan

salah satu syarat dalam penerbitan WIUP.

4.Setelah terbit undang-undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, pemberian WIUP dan Izin

Usaha Pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

5.WIUP yang dimiliki oleh CV. Ruby Selaras Dipa Dharma seluas 310 Ha.

6.Terkait dengan tumpang tindih antara PT sanjung makmur dan PT Ruby Selaras Dipa

Dharma, dalam hal ini DPMPTSP tidak mengetahui secara presisi terkait dengan lokasi

yang disengketakan tersebut, karena yang lebih mengetahui letak dan wilayahnya adalah

OPD Teknis.

7.DPMPTSP baru mengetahui permasalahan tumpang tindih perizinan tersebut setelah

ada kunjungan dari PT Sanjung Makmur ke DPMPTSP Kaltara tanggal 27 Mei 2024 dan

melalui Surat dari PT. Sanjung Makmur pada tanggal 29 Mei 2024, kemudian segera

ditindak lanjuti dengan melakukan rapat dengan OPD terkait, dalam hal ini Dinas ESDM

dan DLH Kaltara pada tanggal 10 Juni 2024 yang secara garis besar disepakati akan

diagendakan rapat bersama dengan DPMPTSP Bulungan. Berdasarkan informasi telah

terjadi rapat tanggal 24 Juni 2024, oleh DPMPTSP Kab. Bulungan yang dihadiri pula oleh

Dinas ESDM Kaltara. Namun DPMPTSP Kaltara tidak ikut dan/atau tidak diundang dalam

pertemuan tersebut. Berdasarkan informasi juga, hasil rapat berupa rencana untuk

mediasi kedua belah pihak (pelaku usaha).

8.Bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal DPMPTSP Kaltara, terkait

permasalahan tersebut  akan melakukan pengawasan insidental, namun belum

teriaksana karena DLH Kaltaratelah melakukan kunjungan ke lokasi tersebut. DPMPTSP

Kaltara masih menunggu adanya rapat bersama yang menghadirkan semua pihak demi

efektif dan efisien penyelesaian masalah.

9.Pelaku usaha bertanggung jawab atas keabsahan kelengkapan dokumen WIUP, apabila

dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data berkas permohonan, maka DPMPTSP

Kaltara dapat mencabut WIUP tersebut atas rekomendasi dari instansi atau pihak terkait.

10.IUP eksplorasi PT. Ruby Selaras Dipa Dharma saat ini dalam kondisi penghentian

sementara (suspend) dan akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2025 (teriampir) apabila

tidak mengajukan permohonan peningkatan ke IUP operasi produksi. IUP ekspiorasi

seharusnya belum melakukan aktifitas pembukaan lahan, ssebelum memiliki IUP Operasi

Produksi.

11.Terkait dengan informasi tata ruang dari DPUTR Kab. Bulungan, RTRW pada lahan

tersebut tidak hanya kawasan perkebunan, tapi ada 4 kawasan, sebagaimana dokumen

yang dilampirkan dalam permohonan WIUP. Penelisikan kesesuaian RTRW merupakan



Tanjung Selor, 8 Agustus 2024

Tim Pemeriksa,Penata Perizinan Ahli Muda,

kewenangan OPD teknis, bukan DPMPTSP Kaltara. Namun, secara aturan

dimungkinkan untuk terbit WIUP di atas kawasan perkebunan selama ada kesepakatan

B to B (pemilik lahan dengan pelaku usaha dan/atau pelaku usaha dengan pelaku usaha).

12.Sejakterbit Perpres 55 Tahun 2022, pemberian WIUP dan IUP mineral bukan logam dan

batuan didelegasikan ke Pemerintah Provinsi. Adapun WIUP dan IUP pertambangan

komoditas lainnya masih menjadi kewenangan BKPM Republik Indonesia, sejak

Desember tahun 2020.

13.DPMPTSP hanya memiliki database terkait dengan data SK WIUP dan IUP yang

diterbitkan, DPMPTSP tidak memiliki secara detail dan rinci terkait dengan pemetaan

wilayahnya. Adapun pemetaan wilayah IUP dan WIUP ada pada Dinas ESDM Kaltara

dan ada dalam database nasional pada sistem MODI.

14.Pada tahun 2020 pengajuan WIUP CV. Ruby Selaras Dipa Dharma menggunakan badan

usaha CV, namun padatahun 2023 dilakukan pemindahtanganan IUP eksplorasi dari CV.

Ruby Selaras Dipa Dharma ke PT. Ruby Selaras Dipa Dharma.

15.Terkait dengan WIUP CV. Ruby Selaras Dipa Dharma yang terbit pada tahun 2020, terjadi

kesalahan pengetikan dari DPMPTSP Kaltara yang seharusnya badan usaha berbentuk

CV namun diterbitkan berupa PT. Hal tersebut telah di koordinasikan dengan BKPM

terkait kesalahan ketiktersebut (suratteriampir). Adapun badan usaha berbentuk CVatau

PT tidak membedakan persyaratan maupun setoran biaya pencadangan wilayah, karena

biaya tersebut bergantung pada luasan wilayah.

16.Berdasarkan PKKPR dan PKPLH yang terbit padatahun 2023, luasan PT. Ruby Selaras

Dipa Dharma seluas 193,71 Ha. Penciutan wilayah dapat dilakukan pada saat

peningkatan ke IUP operasi produksi.

Demikian berita acara ini dibuat guna kepentingan pemeriksaan pada Ombudsman Rl

Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.



Siradjuddin

S. Merisati Silitonga

Pengawas Penanaman Modal

ansyah

Analis Dokurinen Perizinan

PenataPerizinan Ahli Muda























 

PT. DAMADU CAHAYA MANDIRI 
JL.TRANS KALIMANTAN-POROS TANAH KUNING - KAB BULUNGAN,  

DESA BINAI KEC. TANJUNG PALAS TIMUR. PROPINSI KALIMANTAN UTARA. 
 TEL(0853-1438-1220). KODE POS: 77215 

 
 

Nomor     : 022/DMD/X/2024 

Lampiran : 1 (Berkas) 

Perihal     : Permohonan Fasilitasi Musyawarah PT. Damadu Cahaya Mandiri dan PT. Moa 

Maju Kurnia Utama (Konsesi) 

 

Kepada Yth :  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   

Provinsi Kalimantan Utara 

Di -  

      Tempat 

 

     Sehubungan dengan perihal diatas  kami  memohon agar difasilitasi untuk melakukan 

musyawarah & Mufakat  antara PT. Damadu Cahaya Mandiri dengan PT. Moa Maju Kurnia 

Utama Sehingga mendapatkan Penyelesaian bersama. 

 

     Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 

terima kasih. 

 

 

                   Bulungan, 14 Oktober 2024 

     
      Salamet 
                 Direktur  

 



NOTULEN 

Pimpinan Rapat : Drs. Junaid 

Notulen : Sirajuddin, SE 

Hari/Tanggal  : Rabu, 16 Oktober 2024 

Tempat  : Ruang Rapat Lantai 1 DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara 

Acara  
: Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan pada PT. 

Damadu Cahaya Mandiri dan PT. MOA Maju Kurnia Utama 

Peserta : 1. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara 

2. DESDM Provinsi Kalimantan Utara 

3. PT. Damadu Cahaya Mandiri 

4. PT. MOA Maju Kurnia Utama Bersama 

5. Pemuda Panca Marga 

 

A. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara 

1. Kami menerima surat dari PT. Damadu Cahaya Mandiri untuk difasilitasi pertemuan 

dengan PT. Moa Maju Kurnia. Kemudian kami harapkan nantinya PT. Damadu 

Cahaya Mandiri dapat menyampaikan maksud dari surat permintaan fasilitasi 

tersebut serta kronologi permasalahan dengan PT. MOA. Namun tentunya kita 

berharap, kita dapat melakukan diskusi ataupun musyawarah secara kekeluargaan 

dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Kami sebagai dinas 

pembina dalam hal ini bidang pengawasan tentu akan mendukung adanya solusi 

yang dapat disepakati bersama. Kemudian jika saja permasalahan ini nantinya 

diluar dari kewenangan kami, kami dapat melakukan koordinasi kepada pihak 

terkait dan BKPM RI. 

2. Pada OSS-RBA adanya 2 proyek dengan KBLI yang sama. Pada Proyek pertama 

nilai rencana usaha sebesar Rp. 400.000.000 dan Proyek kedua nilai rencana 

usaha lebih dari 5 Miliar. Dalam hal kami harap penjelasan dari PT. Damadu 

Cahaya Mandiri terkait 2 proyek tersebut yang manakah efektif berjalan saat ini. 

 

B. PT. Damadu Cahaya Mandiri 

1. Menyikapi terkait perjanjian antara PT. Damadu Cahaya Mandiri dan PT. MOA 

Maju Kurnia Utama Bersama yang dilaksanakan pada manajemen lama tidak 

diindahkan 

2. Bahwa pada perjanjian tersebut jika ada perpanjangan kegiatan usaha dilakukan 

dengan persetujuan/kesepakatan dengan PT. MOA Maju Kurnia Utama 

Bersama. Sementara yang kami ketahui adanya surat yang dilayangkan dari PT. 

MOA Maju Kurnia Utama Bersama kepada Dians ESDM untuk tidak dilakukan 



perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) pada PT. 

Damadu Cahaya Mandiri. 

3. Luas keseluruhan lahan yang menjadi permasalahan seluas 50 Ha yang berada 

di wilayah PT. MOA Maju Kurnia Bersama. Kemudian pada lahan 5 Ha yang 

masuk dalam perjanjian pemanfaatan lahan bersama (PPLB), kami ingin 

mengetahui Apakah kegiatan tersebut dapat diperpanjang atau lahan tersebut 

dapat di ganti rugi. 

4. Kegiatan usaha PT. Damadu Cahaya Mandiri saat ini aktif beroperasi. 

5. Kami telah bersurat kepada PT. MAO Maju Kurnia Bersama melalui Bapak Idris 

terkait permasalahan ini. 

6. Tujuan utama kami agar dapat melakukan musyawarah pada manajem baru PT. 

MOA Maju Kurnia Bersama karena selama ini sulit sekali dapat bertemu untuk 

membahas permasalahan ini. 

7. Betul kami membenarkan pada pembebasan lahan dilapangan melalui tim 

verifikasi yang diketahui/melibatkan camat dan Kepala Desa. 

8. Harapan kami juga agar PT. MOA Maju Kurnia Bersama lebih aktif kepada 

masyarakat terkait pembebasan lahan. 

9. Pada OSS-RBA yang kami maksud yaitu pada KBLI 08105 (Penggalian Tanah 

dan Tanah Liat)  dengan rencana usaha Rp. 400.000.000 dengan luas 8.3 Ha. 

 

C. PT. Moa Maju Kurnia Bersama 

1. Bahwa selama ini tidak ada surat yang kami terima dari PT. Damadu Cahaya 

Mandiri terkait permasalahan tersebut. 

2. Terkait permasalahan ini tentu kami akan melakukan koordinasi pada pimpinan. 

3. Terkait pembebasan lahan kami melakukan kerjasama atau melibatkan tim 

verifikator yang terdiri dari camat dan Kepala desa. 

4. Dari yang kami ketahui, kami telah melakukan pembebasan lahan/ pembelian 

pada lokasi PT. Damadu Cahaya Mandiri, bisa bapak cek di kantor Desa. 

 

D. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara 

1. Terkait tumpang tindih lahan dapat terjadi pada kegiatan usaha batu bara dan 

pengelola lahan selama ada rekomendasi dari kementerian ESDM yaitu 

Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB). 

2. Yang kami ketahui CV. Damadu atau PT. Damadu Cahaya Mandiri telah memiliki 

SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) namun dapat dicek kembali apakah 

masih aktif. 

3. Terkait permasalahan tumpang tindih lahan yang menjadi permasalahan saat ini 

kami sarankan untuk diselesaikan kepada kedua belah pihak pada tahap 



selanjutnya dikarenakan ini terkait bukti kepemilikan dan bukan kewenangan 

kami, kami hanya dapat memberikan penyampaiannya terkait perizinannya.  

 

E. Pemuda Panca Marga 

1. Untuk diketahui kami Pemuda Panca Marga bermitra dengan PT. Damadu 

Cahaya Mandiri yang rata-rata merupakan pemilik lahan. Mohon maaf kami 

selaku putra daerah tentu berharap apa yang menjadi hak kami dapat kami miliki. 

Sehingga kami berharap pada PT. Moa Maju Kurnia Bersama untuk dapat 

memperhatikan hak-hak kami disana.  

 

F. Kesimpulan  

1. Akan dilakukan pertemuan lanjutan pada PT. Damadu Cahaya Mandiri, PT. Moa 

Maju Kurnia Bersama dan Tim Verifikator pembebasan lahan termasuk (Camat 

dan Kades) di Desa Sajau Hilir untuk membahas terkait kepemilikan lahan dan 

perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) serta lainnya. 

2. Hasil dari pertemuan tersebut untuk dapat disampaikan pada DPMPTSP Provinsi 

Kalimantan Utara. 

 

 

 

 

 

Kepala Bidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal, Data 

dan Sistem Informasi 

 

 

Drs. Junaid 

Pembina TK.I (IV/b) 

NIP. 19671231 199312 1 004 
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